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Abstrak	
Undang-Undang	Nomor	48	Tahun	2009	 tentang	Kekuasaan	Kehakiman,	 khususnya	Bab	XII	
Pasal	58–61,	mengatur	penyelesaian	sengketa	perdata	di	 luar	pengadilan	melalui	 arbitrase	
atau	 alternatif	 penyelesaian	 sengketa	 (APS).	 Ketentuan	 ini	 memungkinkan	 penyelesaian	
sengketa	 secara	 damai	 dan	 Nleksibel,	menyesuaikan	 kepentingan	 para	 pihak.	 Penelitian	 ini	
bertujuan	menjelaskan	proses	dan	keefektifan	penyelesaian	sengketa	rumah	dinas	PT	Raya	
Padang	Langkat	(PT	Rapala)	oleh	Komisi	I	DPRK	Aceh	Tamiang.	Metode	yang	digunakan	adalah	
yuridis	 empiris	 melalui	 observasi,	 wawancara,	 dan	 dokumentasi,	 serta	 analisis	 deskriptif.	
Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 sengketa	 antara	 PT	 Rapala	 dan	 warga	 Kampung	
Perkebunan	Sungai	Iyu	diselesaikan	melalui	Rapat	Dengar	Pendapat	(RDP)	oleh	DPRK	Aceh	
Tamiang,	yang	meliputi	 tahap	pra-RDP,	RDP,	dan	pasca-RDP.	Sengketa	berhasil	diselesaikan	
dengan	 tercapainya	kesepakatan	perdamaian,	 yang	dituangkan	dalam	Berita	Acara	Nomor:	
1/Kom.	 I/V/2023.	Untuk	mencegah	konNlik	serupa,	diperlukan	pembinaan	dan	penyuluhan	
hukum	 mengenai	 rumah	 dinas	 kepada	 masyarakat,	 perusahaan,	 dan	 aparatur	 kampung.	
Pemahaman	terhadap	hak,	kewajiban,	dan	prosedur	hukum	sangat	penting	untuk	mencegah	
sengketa	di	masa	depan.		
Kata	 Kunci:	 Sengketa,	 Rumah	 Dinas,	 Pertanahan,	 Rapat	 Dengar	 Pendapat,	
Kesepakatan	Damai.		

	
Abstract	

Law	Number	48	of	2009	concerning	Judicial	Power,	speci=ically	Chapter	XII	Articles	58–
61,	regulates	the	settlement	of	civil	disputes	outside	the	court	through	arbitration	or	alternative	
dispute	 resolution	 (APS).	 This	 provision	 allows	 for	 peaceful	 and	 =lexible	 dispute	 resolution,	
adjusting	to	the	interests	of	the	parties.	This	study	aims	to	explain	the	process	and	effectiveness	
of	 the	 settlement	 of	 the	 PT	 Raya	 Padang	 Langkat	 (PT	 Rapala)	 of=icial	 residence	 dispute	 by	
Commission	 I	 of	 the	 Aceh	 Tamiang	 DPRK.	 The	 method	 used	 is	 empirical	 juridical	 through	
observation,	 interviews,	and	documentation,	as	well	as	descriptive	analysis.	The	results	of	 the	
study	indicate	that	the	dispute	between	PT	Rapala	and	the	residents	of	Sungai	Iyu	Plantation	
Village	 was	 resolved	 through	 a	 Hearing	 Meeting	 (RDP)	 by	 the	 Aceh	 Tamiang	 DPRK,	 which	



MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS PT RAYA PADANG LANGKAT OLEH DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Penelitian Penyelesaian Sengketa 
Rumah Dinas PT Raya Padang Langkat di Kabupaten Aceh Tamiang) 
Chintya Widiasari, Jamaluddin, Sulaiman 
Vol. 8, No.3, (Agustus) 2025 
 

	
	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	

e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimJh/		

 

includes	the	pre-RDP,	RDP,	and	post-RDP	stages.	The	dispute	was	successfully	resolved	by	reaching	
a	peace	agreement,	which	was	stated	in	Minutes	Number:	1/Kom.	I/V/2023.	To	prevent	similar	
con=licts,	 legal	 guidance	 and	 counseling	 regarding	 of=icial	 residences	 are	 needed	 for	 the	
community,	 companies,	 and	 village	 of=icials.	 Understanding	 rights,	 obligations	 and	 legal	
procedures	is	essential	to	prevent	future	disputes.	
Key	Words:	Dispute,	Of,icial	Residence,	Land,	Hearing,	Peace	Agreement.	
	
1. PENDAHULUAN		

Tanah	 merupakan	 pilar	 kehidupan	 dan	 tulang	 punggung	

keberlangsungan	 hidup	 di	 bumi.	 Secara	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung,	

seluruh	makhluk	hidup	bergantung	pada	tanah.	Perannya	sangat	krusial	dan	

sulit	digantikan	oleh	alternatif	 lain	dengan	efektivitas	yang	setara.1	Manusia	

sangat	bergantung	pada	tanah	karena	fungsinya	yang	vital	sebagai	aset	sosial	

dan	ekonomi.2	Dengan	pertumbuhan	penduduk,	permintaan	lahan	meningkat	

sementara	ketersediaannya	terbatas.3	Dalam	suatu	negara,	tanah	memegang	

peranan	yang	sangat	vital	dalam	menunjang	kehidupan	manusia.4	Oleh	karena	

itu,	 diperlukan	 kepastian	 hukum	 dan	 perlindungan	 atas	 hak	 kepemilikan	

tanah5	

Bersamaan	 dengan	 perkembangan	 pola	 pikir,	 gaya	 hidup,	 dan	

kehidupan	manusia,	persoalan	yang	berkaitan	dengan	tanah	juga	mengalami	

transformasi,	 terutama	 dalam	 aspek	 kepemilikan,	 penguasaan,	 kepastian	

hukum,	 dan	 jaminan	 hak	 atas	 tanah.6	 Perselisihan	 di	 bidang	 pertanahan	

 
1	 	 Abdul	 Kadir	 Salam,	 Ilmu	 Tanah,	 Global	Madani	 Press,	 Bandar	 Lampung,	

2020,	hlm.	1.	
2	Muhammad	Ilham	Arisaputra,	Penerapan	Prinsip-Prinsip	Good	Governance	

Dalam	Penyelenggaraan	Reforma	Agraria	Di	 Indonesia,	 Jurnal	Yuridika	Vol.28	No.2,	
Fakultas	Hukum	Universitas	Airlangga	Surabaya,	2013,	hlm.	189.	

3	 ElTira	 Permatasari,	 Habib	 Adjie,	 dan	 Hardianto	 Djanggih,	 Perlindungan	
Hukum	Kepemilikan	Tanah	Absentee	yang	Diperoleh	Akibat	Pewarisan,	Jurnal	Varia	
Justicia	Vol.4	No.1,	Fakultas	Hukum	Universitas	Narotama	Surabaya,	2018,	hlm.	1.	

4	 Anang	 Dony	 Irawan	 dan	 Fadli,	 Keabsahan	 Persyarikatan	Muhammadiyah	
Sebagai	Subyek	Hukum	Dalam	Kepemilikan	Hak	Milik	Atas	Tanah,	Journal	of	Islamic	
and	 Muhammadiyah	 Study	 1,	 No.1,	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Muhammadiyah	
Sidoarjo,	2020,	hlm.	7–13.	

5	 Rozi	 Adi	 Hidayat,	 Analisis	 Yuridis	 Proses	 Pembatalan	 SertiTikat	 Hak	 Atas	
Tanah	Pada	Kawasan	Hutan,	Jurnal	Kajian	Hukum	Dan	Keadilan,	Vol.4	No.2,	Megister	
Kenotariatan	Universitas	Mataram,	2016,	hlm.	82.	

6	 Jumadiah,	 Jamaluddin,	 Muammar,	 Sutriani,	 dan	 Sulaiman,	 Sosialisasi	
Pentingnya	Legalitas	Formal	Dalam	Kepemilikan	Tanah	Di	Gampong	Panton	Rayeuk	
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biasanya	 timbul	akibat	perbedaan	pandangan	atau	ketidaksepakatan	 terkait	

status	 penguasaan,	 hak	 kepemilikan,	 atau	 pemanfaatan	 atas	 suatu	 bidang	

tanah.	 Oleh	 karena	 itu,	 penyelesaian	 sengketa	 pertanahan	 harus	 dilakukan	

secara	 adil	 dan	 efektif	 guna	 menjamin	 kepastian	 hukum	 serta	 mencegah	

terjadinya	 kon]lik	 yang	berlarut-larut.7	 Proses	 pendaftaran	 tanah	menjamin	

kejelasan	 status	 kepemilikan	 dan	 memastikan	 bahwa	 setiap	 bidang	 tanah	

memiliki	pemilik	yang	sah	sesuai	ketentuan	hukum	agraria.8	Dalam		hal		atas		

suatu		bidang		tanah		sudah		diterbitkan		Serti]ikat	secara		sah		atas		nama		orang		

atau		badan		hukum		yang		memperoleh		tanah		tersebut	dengan	itikad	baik	dan	

secara	nyata	menguasainya.9	

Rumah	dinas	adalah	fasilitas	hunian	yang	disediakan	oleh	instansi	atau	

perusahaan	 untuk	 ditempati	 oleh	 pegawai	 atau	 pejabat	 tertentu	 sebagai	

bagian	dari	kompensasi	atau	fasilitas	kerja.	Rumah	dinas	biasanya	terletak	di	

dekat	 lokasi	kerja	atau	di	area	yang	strategis	dan	memiliki	standar	 tertentu	

sesuai	dengan	jabatan	atau	posisi	penghuninya.	Keuntungan	memiliki	rumah	

dinas	 antara	 lain	 memudahkan	 mobilitas	 kerja,	 meningkatkan	 loyalitas	

pegawai,	 dan	 memberikan	 kemudahan	 akses	 ke	 fasilitas	 kerja.	 Hak	 milik	

memberikan	 wewenang	 penuh	 kepada	 pemiliknya	 untuk	 mengatur	 dan	

memanfaatkan	tanah	tersebut	tanpa	batasan	yang	ditentukan.10	

 
Kecamatan	Banda	Alam	Kabupaten	Aceh	Timur,	 Jurnal	Pengabdian	Cendikia,	Vol.2,	
No.2,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	2023,	hlm.	60.		

7	Ardiles	Eric	Panget,	Penyelesaian	Hak	Atas	Tanah	Yang	Memiliki	SertiTikat	
Hak	Milik	 Ganda,	 Lex	 Administratum	Vol.1	No.3,	 Fakultas	Hukum	Universitas	 Sam	
Ratulangi	Manado,	2013,	hlm.	42.	

8	 Zahratul	 Muna,	 Sulaiman,	 dan	 Arif	 Rahman,	 Pendaftaran	 Hak	 Milik	 Atas	
Tanah	 Melalui	 Program	 Pendaftaran	 Tanah	 Sistematis	 Lengkap	 (PTSL)	 (Studi	
Penelitian	Di	Kantor	 Pertanahan	Kabupaten	Aceh	Utara),	 Jurnal	 Ilmiah	Mahasiswa	
Vol.VII,	No.3,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	2024,	hlm.	2.		

9	Salsabila	Sandy	Saifuddin	dan	Yulia	Qamariyanti,	Kepastian	Hukum	SertiTikat	
Hak	Milik	Atas	Tanah	Atas	Terbitnya	Surat	Keterangan	Tanah	pada	Objek	Tanah	yang	
Sama,	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Vol.	1	No.	1,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	
2022,	hlm.	33.		

10	Muhammad	Amin,	Nurjannah	Septyanun,	dan	Yulias	Herwin,	Perlindungan	
Hukum	Terhadap	Pembeli	Beritikad	Baik	pada	Jual	Beli	Hak	Atas	Tanah,	Jurnal	Ilmiah	
Mahasiswa,	Vol.	6	No.	2,	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	2023,	hlm.	460.		
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Sebagai	lembaga	hukum	yang	sudah	ada	sejak	lama,	pengadilan	tidak	

selalu	 efektif	 dan	 e]isien	 dalam	 menyelesaikan	 sengketa.11	 Prosesnya	 yang	

panjang	dan	berbelit-belit	bisa	berlangsung	selama	bertahun-tahun,	bahkan	

puluhan	 tahun.	 Meskipun	 begitu,	 pengadilan	 masih	 menjadi	 pilihan	 utama	

dalam	 penyelesaian	 sengketa,	 meskipun	 memiliki	 banyak	 kelemahan.12	

Adapun	 penyelesaian	 sengketa	 di	 luar	 pengadilan	 yang	 dikenal	 dengan	

Alternative	Dispute	Resolution	(ADR).	Asas	kekeluargaan	menjadi	bukti	nyata	

kekuatan	bangsa	 Indonesia	ketika	diterapkan	dengan	sungguh-sungguh	dan	

didasari	 oleh	 niat	 baik	 untuk	 melayani	 kepentingan	 bangsa	 dan	 negara.13	

Dalam	 masyarakat	 Indonesia,	 musyawarah	 dan	 mufakat	 sering	 digunakan	

sebagai	 metode	 untuk	 mencapai	 keputusan	 bersama.14	 Guna	 mewujudkan	

sistematika	dan	ketertiban,	dibutuhkan	sistem	hukum	yang	disusun	melalui	

perundangan	yang	bersifat	jelas	dan	tegas.15		

Undang-Undang	 No.	 48	 Tahun	 2009	 tentang	 Kekuasaan	 Kehakiman,	

khususnya	Pasal	58,	menyebutkan	bahwa	sengketa	perdata	dapat	diselesaikan	

di	 luar	 pengadilan	 melalui	 arbitrase	 atau	 alternatif	 penyelesaian	 sengketa	

lainnya.	 Dalam	menyelenggarakan	 penyelesaian	 sengketa	melalui	 Arbitrase,	

para	 pihak	 perlu	 memasukkan	 klausula	 Arbitrase	 yang	 komprehensif	 dan	

informasi	 yang	 akurat	 dalam	 perjanjian	 mereka	 untuk	 memastikan	 proses	

Arbitrase	dapat	berjalan	dengan	efektif	dan	e]isien.16	Pencegahan	terjadinya	

 
11	 Muhammad	 Yahya	 Harahap,	 Pengadilan	 Tak	 Efektif	 Selesaikan	 Perkara,	

Sinar	GraTika	Jakarta,	1999,	hlm.	16.	
12	 Prosiding	 Mahkamah	 Agung	 RI.,	 Mediasi	 dan	 Court	 Annexed	 Mediation,	

Mahkamah	Agung	RI	dan	Pusat	Pengkajian	Hukum,	Jakarta,	2005,	hlm.	20.	
13	 Jamaluddin,	 Faisal,	 Ramziati,	 Yusrizal,	 Manfarisyah,	 dan	 Mukhlis,	

Penyelesaian	 Sengketa	 Melalui	 Peradilan	 Adat:	 Suatu	 Instrumen	 Mencapai	
Perdamaian	Dan	Keadilan	Bagi	Masyarakat,	Unimal	Press,	Lhokseumawe,	2019,	hlm.	
5.		

14	 Sulaiman,	 Mediasi	 Sebagai	 Alternatif	 Penyelsaian	 Sengketa	 Di	 Luar	
Pengadilan,	Jurnal	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Lhokseumawe,	2016	hlm.	3.	

15	Adrian	Sutedi,	Implementasi	Prinsip	Kepentingan	Umum	Dalam	Pengadaan	
Tanah	Untuk	Pembangunan,	Cetakan	I,	Sinar	GraTika,	Jakarta,	2007,	hlm.	45.	

16	 Fatahillah,	 Arbitrase	 Salah	 Satu	 Bentuk	 Penyelesaian	 Sengketa	 Alternatif	
Bagi	Dunia	Usaha.	(Arbitration	One	Form	of	Alternative	Dispute	Resolution	For	The	
Business	World),	Jurnal	Hukum	Universitas	Malikussaleh,	Lhokseumawe,	hlm.	3.	
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sengketa	 melalui	 metode	 alternatif	 dapat	 memperkecil	 kemungkinan	

terjadinya	sengketa	yang	lebih	kompleks	dan	sulit	diselesaikan.17		

Sengketa	 rumah	 dinas	 di	 Kabupaten	 Aceh	 Tamiang	 antara	 warga	

Kampung	Sungai	Iyu	dan	PT.	Rapala	menjadi	salah	satu	kasus	yang	menarik,	di	

mana	akar	masalahnya	adalah	pengalihan	aset	dari	PT.	Parasawita	kepada	PT.	

Rapala	yang	memicu	sengketa.	PT.	Rapala	mengklaim	bahwa	lahan	Kampung	

Perkebunan	Sungai	Iyu	bagian	dari	HGU.	PT.	Rapala	meminta	warga	Kampung	

Sungai	 Iyu	untuk	meninggalkan	 rumah	dan	wilayah	 tersebut,	 namun	warga	

setempat	menolak	dengan	alasan	bahwa	sebagian	besar	lahan	yang	diklaim	PT.	

Rapala,	yaitu	sekitar	144	hektar	dari	total	1.069	hektar	Hak	Guna	Usaha	(HGU),	

berada	di	atas	tanah	milik	mereka	dan	termasuk	dalam	wilayah	administratif	

kampung.	 Kon]lik	 ini	 memperlihatkan	 perbedaan	 perspektif	 antara	

perusahaan	dan	warga	terkait	batas	dan	hak	atas	tanah.	Upaya	penyelesaian	

kon]lik	rumah	dinas	dilakukan	dengan	mengadakan	Rapat	Dengar	Pendapat	

(RDP)	oleh	DPRK	Aceh	Tamiang	dan	melibatkan	pendampingan	dari	berbagai	

pihak,	 untuk	 mencapai	 solusi	 sehingga	 tercipta	 kesepakatan	 yang	

berkelanjutan	 dan	 damai.	 Dengan	 demikian,	 para	 pihak	 dapat	 bersepakat	

tentang	tata	cara	dan	prosedur	penyelesaian	sengketa	yang	akan	digunakan,	

sehingga	 proses	 penyelesaian	 sengketa	 terlaksana	 dengan	 efektif	 dan	

optimal.18	

Permasalahan	 dalam	 penelitian	 ini	 mencerminkan	 kompleksitas	

sengketa	rumah	dinas	antar	kepentingan	perusahaan	dan	masyarakat,	 serta	

menunjukkan	perlunya	mekanisme	penyelesaian	yang	adil	dan	berkelanjutan.	

Kasus	antara	PT.	Rapala	dan	warga	Kampung	Sungai	Iyu	menjadi	contoh	nyata	

bagaimana	kon]lik	rumah	dinas	dapat	berkembang	dan	membutuhkan	forum	

RDP	 yang	 efektif.	 Penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 kontribusi	

 
17	 Susanti	 Adi	 Nugroho,	 Manfaat	 Mediasi	 Sebagai	 Alternatif	 Penyelesaian	

Sengketa,	Prenada	Media,	Jakarta,	2019,	hlm.	51.	
18	 Priyatna	 Abdurrasyid,	 Arbitrase	 dan	 Alternatif	 Penyelesaian	 Sengketa	

(APS),	Edisi	ke	2,	Fikahati	Aneska,	Jakarta,	2011,	hlm.	9. 
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nyata	terhadap	pemahaman	dan	penguatan	peran	RDP	dalam	menyelesaikan	

kon]lik	pertanahan	di	Indonesia.		

Berdasarkan	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	Okky	Maharani	

Wibisono	yang	berjudul	“Pengadaan	Tanah	Untuk	Pembangunan	Rumah	Dinas	

Oleh	Instansi	Pemerintah	(Studi	Kasus	Perolehan	Tanah	Untuk	Pembangunan	

Rumah	 Dinas	 Direktorat	 Jenderal	 Bea	 dan	 Cukai	 Jawa	 Timur	 I)”.	 Hasil	

penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 proses	 pengadaan	 tanah	 untuk	

pembangunan	rumah	dinas	oleh	Direktorat	Jenderal	Bea	dan	Cukai	Jawa	Timur	

I	telah	dilaksanakan	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan-undangan	di	bidang	

agrarian	 yang	 menunjukkan	 instansi	 pemerintah	 telah	 melakukan	 proses	

perolehan	hak	pakai	tanah	secara	tertib	administrasi	dan	tetap	menghormati	

hak-hak	 pihak	 yang	 memiliki	 kekuasaan	 atas	 tanah	 yang	 menjadi	 objek	

kekuasaan	serta	mengedepankan	kepastian	hukum	dan	perlindungan	hak	atas	

tanah	sesuai	dengan	norma	yang	berlaku.	19	

Perbedaan	 penelitian	 Okky	 Maharani	 Wibisono	 dengan	 penelitian	

penulis	terletak	pada	lokasi	dan	fokus	penelitiannya.	Penelitian	yang	dilakukan	

Okky	 berlokasi	 di	 wilayah	 Jawa	 Timur,	 tepatnya	 dalam	 lingkup	 Direktorat	

Jenderal	 Bea	 dan	 Cukai	 Jawa	 Timur	 I,	 sedangkan	 penelitian	 ini	 berada	 di	

Kabupaten	Aceh	Tamiang,	yang	mencakup	rumah	dinas	milik	PT	Raya	Padang	

Langkat.	Selain	itu,	penelitian	Okky	berfokus	pada	proses	perolehan	hak	pakai	

tanah	oleh	instansi	pemerintah,	sementara	penelitian	penulis	lebih	berfokus	

pada	proses	penyelesaian	penyelesaian	rumah	dinas	melalui	mekanisme	rapat	

dengar	 pendapat	 oleh	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Kabupaten	 Aceh	 Tamiang	

serta	 menilai	 keefektifan	 dari	 mekanisme	 tersebut	 dalam	 menyelesaikan	

kon]lik.	

Penelitian	 selanjutnya	 yaitu	penelitian	 yang	dilakukan	oleh	Pramono	

Bikan	yang	berjudul	“Peralihan	Hak	Atas	Tanah	Bagi	Pegawai	Negeri	yang	Ingin	

 
19	Okky	Maharani	Wibisono,	Pengadaan	Tanah	Untuk	Pembangunan	Rumah	

Dinas	Oleh	Instansi	Pemerintah	(Studi	Kasus	Perolehan	Tanah	Untuk	Pembangunan	
Rumah	Dinas	Direktorat	 Jenderal	Bea	dan	Cukai	 Jawa	Timur	 I),	 Skripsi	Universitas	
Airlangga	Surabaya,	2015,	hlm.	50.	



MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS PT RAYA PADANG LANGKAT OLEH DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Penelitian Penyelesaian Sengketa 
Rumah Dinas PT Raya Padang Langkat di Kabupaten Aceh Tamiang) 
Chintya Widiasari, Jamaluddin, Sulaiman 
Vol. 8, No.3, (Agustus) 2025 
 

	
	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	

e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimJh/		

 

Memiliki	 Rumah	 Dinas	 dari	 Pemerintah”.	 Hasil	 penelitian	 ini	 menjelaskan	

bahwa	 dalam	 memberikan	 hak	 atas	 tanah	 bagi	 pegawai	 negeri	 yang	 ingin	

memiliki	 rumah	 dinas	 dari	 pemerintah,	 terdapat	 berbagai	 faktor	 yang	

mempengaruhi	peran	pemerintah	desa	sebagai	pihak	penengah	kon]lik	dalam	

pertanahan	 mengenai	 pentingnya	 keabsahan	 akta	 jual	 beli	 sebagai	 dasar	

legalitas	kepemilikan,	serta	bagaimana	perlindungan	hukum	harus	diberikan	

kepada	Aparatur	Sipil	Negara	(ASN)	dalam	upaya	memiliki	rumah	dinas	secara	

sah	sesuai	dengan	peraturan	hukum.	20	

Perbedaan	 penelitian	 Pramono	 Bikan	 dengan	 penelitian	 penulis	

terletak	 pada	 tujuan	 pembahasannya.	 Penelitian	 Pramono	 bertujuan	 untuk	

mengkaji	aspek	legalitas	dan	perlindungan	hukum	dalam	proses	kepemilikan	

rumah	 dinas	 oleh	 ASN	melalui	 mekanisme	 penjualan	 beli,	 serta	 menyoroti	

peran	 pemerintah	 desa	 dalam	 penyelesaian	 kon]lik	 tersebut.	 Sedangkan	

penelitian	 penulis	 bertujuan	 untuk	 menjelaskan	 proses	 penyelesaian	

penyelesaian	 rumah	 dinas	 milik	 PT	 Raya	 Padang	 Langkat	 oleh	 Dewan	

Perwakilan	Rakyat	Kabupaten	Aceh	Tamiang	melalui	mekanisme	rapat	dengar	

pendapat	dan	sejauh	mana	mekanisme	tersebut.		

Penelitian	selanjutnya	oleh	Mai	Rudi	yang	berjudul	 “Tinjauan	Yuridis	

Mengenai	Perjanjian	Sewa	Menyewa	Rumah	Dinas	Antar	Karyawan	PT	Kereta	

Api	 Indonesia	 (Persero)	 Divisi	 Regional	 II	 Sumatera	 Barat	 dengan	 Pihak	

Ketiga”.	 Hasil	 penelitian	 ini	menunjukkan	 bahwa	 perjanjian	 sewa	menyewa	

rumah	 dinas	 antara	 karyawan	 PT	 Kereta	 Api	 Indonesia	 (Persero)	 Divisi	

Regional	 II	 Sumatera	 Barat	 dengan	 pihak	 ketiga	memiliki	 kekuatan	 hukum	

apabila	dibuat	sesuai	dengan	ketentuan	hukum	perdata	yang	berlaku	dengan	

menelaah	 aspek	 yuridis	 dari	 perjanjian	 tersebut	 serta	 mekanisme	

penyelesaian	yang	dapat	dilakukan	jika	terjadi	perdamaian	antara	para	pihak.		

 
20	Pramono	Bikan,	Peralihan	Hak	Atas	Tanah	Bagi	Pegawai	Negeri	yang	Ingin	

Memiliki	 Rumah	 Dinas	 dari	 Pemerintah,	 Skripsi	 Universitas	 Narotama	 Surabaya,	
2017,	hlm.	45.	
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Perbedaan	penelitian	Mai	Rudi	dengan	penelitian	penulis	terletak	pada	

fokus	permasalahannya.	Penelitian	Mai	Rudi	berfokus	pada	kekuatan	hukum	

dan	 aspek	 yuridis	 dari	 perjanjian	 sewa	 rumah	 dinas	 antara	 karyawan	 dan	

pihak	 ketiga,	 serta	 bagaimana	 penyelesaian	 hukum	 dilakukan	 jika	 terjadi	

perselisihan	dalam	hubungan	tersebut.	Sedangkan	penelitian	penulis	berfokus	

pada	 proses	 penyelesaian	 penyelesaian	 rumah	 dinas	milik	 PT	 Raya	 Padang	

Langkat	 yang	 diselesaikan	 oleh	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Kabupaten	 Aceh	

Tamiang	melalui	mekanisme	rapat	dengar	pendapat.	

Penelitian	 selanjutnya	 oleh	 Vindyana	 Esteryna	 yang	 berjudul	

“Kedudukan	Hak	Guna	Bangunan	pada	Rumah	Negara	yang	Masih	Memiliki	

Surat	Izin	Penghunian”.	Hasil	penelitian	ini	menjelaskan	bahwa	dalam	konteks	

rumah	 negara,	 kedudukan	 hak	 guna	 bangunan	 dan	 surat	 izin	 penghunian	

memiliki	peran	penting	sebagai	dasar	hukum	dalam	penguasaan	rumah	dinas	

menjadi	 legalitas	 penguasaan	 rumah	 negara	 yang	 dapat	 ditelusuri	 melalui	

keberadaan	 surat	 izin	 penghunian	 serta	 hak	 guna	 bangunan	 yang	 melekat	

pada	tanahnya.	21	

Perbedaan	 penelitian	 Vindyana	 Esteryna	 dengan	 penelitian	 penulis	

terletak	pada	fokus	dan	pendekatannya.	Penelitian	Vindyana	fokus	pada	aspek	

yuridis	mengenai	kedudukan	hak	guna	bangunan	dan	surat	izin	penghunian	

sebagai	 alas	 hak	 dalam	 penguasaan	 rumah	 negara.	 Sedangkan	 penelitian	

penulis,	 fokus	pada	proses	penyelesaian	penyelesaian	rumah	dinas	milik	PT	

Raya	Padang	Langkat	melalui	mekanisme	rapat	dengar	pendapat	(RDP)	oleh	

DPRK	 Aceh	 Tamiang	 dan	 menghasilkan	 efektivitas	 pelaksanaannya.	

Pendekatan	penelitian	Vindyana	menggunakan	analisis	normatif-yuridis	yang	

didasarkan	pada	kajian	peraturan-undangan	dan	dokumen	hukum.	Sementara	

itu,	pendekatan	penulis	menggunakan	analisis	pendekatan	studi	kasus	yang	

 
21	Vindyana	Esteryna,	Kedudukan	Hak	Guna	Bangunan	pada	Rumah	Negara	

yang	Masih	Memiliki	Surat	Izin	Penghunian,	Skripsi	Universitas	Lambung	Mangkurat	
Banjarmasin,	2024,	hlm.	38.	
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mengkaji	 secara	 langsung	 peran	 lembaga	 legislatif	 daerah	 dalam	

menyelesaikan	penyelesaian	secara	non-litigasi.		

Penelitian	 ini	 terdapat	 dua	 rumusan	 masalah	 yaitu	 bagaimanakah	

proses	 penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	 PT	 Raya	 Padang	 Langkat	 oleh	

Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Kabupaten	 Aceh	 Tamiang	 dan	 bagaimana	

keefektifan	penyelesaian	sengketa	rumah	dinas	PT	Raya	Padang	Langkat	oleh	

Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Kabupaten	 Aceh	 Tamiang	 melalui	 rapat	 dengar	

pendapat?		

Adapun	 tujuan	 penelitian	 ini	 yaitu	 untuk	 menjelaskan	 proses	

penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	 PT	 Raya	 Padang	 Langkat	 oleh	 Dewan	

Perwakilan	Rakyat	Kabupaten	Aceh	Tamiang	melalui	rapat	dengar	pendapat	

serta	menganalisis	 sejauh	mana	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Kabupaten	Aceh	

Tamiang	secara	efektif	menyelesaikan	penyelesaian	sengketa	rumah	dinas	PT	

Raya	Padang	Langkat	melalui	rapat	dengar	pendapat.	

	

2. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 dengan	 jenis	 penelitian	 yuridis	

empiris	yang	berfokus	pada	analisis	perilaku	hukum	dan	interaksi	Masyarakat	

dalam	konteks	hukum.22	Memanfaatkan	data	primer	yang	dihimpunkan	dari	

masyarakat	yang	mengikuti	pengamatan	lapangan	atau	observasi,	wawancara,	

atau	 penyebaran	 kuesioner	 untuk	 memperoleh	 informasi	 yang	 akurat	 dan	

relevan.23	Menggunakan	pendekatan	kasus	menyajikan	wawasan	 yang	 lebih	

komprehensif	 mengenai	 gejala	 masyarakat	 secara	 empiris,	 yang	 dapat	

dipelajari	sebagai	variabel	konsekuensi	yang	memiliki	dampak	pada	berbagai	

aspek	kehidupan	sosial.24	Penelitian	ini	memiliki	sifat	deskriptif,	dimaksudkan	

untuk	 menyajikan	 keterangan	 dan	 penjelasan	 yang	 sistematis	 dan	

 
22	Salim	dan	Erlies	Septiana	Nurbani,	Penerapan	Teori	Hukum	Pada	Penelitian	

Tesis	dan	Disertasi,	Raja	GraTindo	Persada	Jakarta,	2013,	hlm	21.	
23	Jonaedi	Efendi	dan	Johnny	Ibrahim,	Metode	Penelitian	Hukum	Normatif	dan	

Empiris,	Prenada	Media	Depok,	2018,	hlm.	150.	
24	 Ronny	 H	 Soemitro,	 Metodologi	 Penelitian	 Hukum	 dan	 Jurimetri,	 Jakarta	

Ghalia	Indonesia	Bandung,	1990,	hlm.	34.	
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komprehensif	tentang	subyek	dan	obyek	penelitian	yang	dianalisis,	sehingga	

hasil	 penelitian	 dapat	 disajikan	 secara	 objektif	 dan	 akurat.25	 Data	 primer	

diperoleh	melalui	wawancara	dengan	Kepala	Kampung,	Direktur	Operasional	

PT	 Rapala,	 Ketua	 DPRK	 Aceh	 Tamiang,	 4	 (empat)	 orang	 warga	 Kampung	

Sungai	 Iyu,	 dan	 Kepala	 Bidang	 Penanganan	 Masalah,	 Pembinaan	 dan	

Penyuluhan	 Pertanahan	 Dinas	 Pertanahan	 Kabupaten	 Aceh	 Tamiang.	

Sedangkan	menurut	 Soerjono	 Soekanto,	 data	 sekunder	mencakup	 berbagai	

jenis	 sumber,	 seperti	 buku,	 surat	 kabar,	 dokumen	 resmi,	 dan	 laporan	 hasil	

penelitian	 yang	 ada	 sebelumnya,	 yang	 digunakan	 sebagai	 referensi	 dan	

pendukung	 dalam	 penelitian	 ini.26	 Teknik	 pengumpulan	 data	 meliputi	

observasi,	wawancara,	dan	dokumentasi,	kemudian	dianalisis	secara	kualitatif.		

	

3. PEMBAHASAN	

3.1 Proses	Penyelesaian	Sengketa	Rumah	Dinas	Oleh	Dewan	Perwakilan	
Rakyat	Kabupaten	Aceh	Tamiang	Melalui	Rapat	Dengar	Pendapat		

Sengketa	 rumah	dinas	 antara	 PT.	 Raya	 Padang	 Langkat	 (Rapala)	 dan	

warga	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu,	Kecamatan	Bendahara,	Aceh	Tamiang	

telah	 berlangsung	 selama	 beberapa	 dekade.	 Akibat	 kon]lik	 ini,	 masyarakat	

mengalami	 berbagai	 dampak,	 seperti	 siswa	 terpaksa	 dipindahkan	 karena	

sekolah	dijadikan	tempat	penyimpanan	pupuk,	 jenazah	harus	dikuburkan	di	

desa	 tetangga,	 dan	 22	 warga	 dijadikan	 tersangka	 karena	 menolak	

meninggalkan	 rumah.	 Upaya	 penyelesaian	 telah	 dilakukan	 melalui	 Rapat	

Dengar	 Pendapat	 (RDP)	 dan	 pendampingan	 berbagai	 pihak,	 dengan	

menekankan	nilai-nilai	kemanusiaan	untuk	solusi	yang	adil	dan	menghindari	

kerugian	lebih	lanjut	bagi	semua	pihak.		

Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 Ramlan	 Selaku	 Kepala	 Kampung	

Perkebunan	 Sungai	 Iyu,	 dikatakan	 bahwa	Kampung	 Perkebunan	 Sungai	 Iyu	

 
25	Muhaimin,	Metode	Penelitian	Hukum,	Universitas	Mataram	Press,	2020,	hlm	

105.	
26	 Soerjono	 Soekanto,	 Pengantar	 Penelitian	 Hukum,	 Universitas	 Indonesia	

Press,	2017,	hlm.	12.	
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memiliki	sejarah	yang	kompleks	dan	dinamis,	yang	dipengaruhi	oleh	faktor-

faktor	 kolonial,	 kon]lik,	 dan	 ekonomi,	 serta	 memiliki	 peran	 penting	 dalam	

pembangunan	 dan	 kesejahteraan	 masyarakat	 setempat.	 Hasil	 analisis	 data	

dapat	disimpulkan	bahwa	kon]lik	berkepanjangan	antara	PT	Rapala	dengan	

Warga	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu	disebabkan	oleh	ketidakjelasan	status	

lahan	 dan	 pengelolaan	 tanah,	 khususnya	 terkait	 dengan	 wilayah	 HGU	 PT	

Rapala	yang	mencakup	luas	areal	1.108,6	hektar,	termasuk	pemukiman	warga	

Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu	yang	luasnya	mencapai	144	hektare.	Kon]lik	

ini	menunjukkan	pentingnya	penyelesaian	masalah	agraria	dan	pengelolaan	

tanah	yang	transparan	dan	adil.		

Berdasarkan	wawancara	dengan	Zulki]li,	 selaku	Direktur	Operasional	

PT	 Rapala,	 dikatakan	 bahwa	 kon]lik	 antara	 PT	 Rapala	 dan	 masyarakat	

setempat	 terkait	dengan	status	kepemilikan	 tanah	seluas	144	Hektar	dalam	

HGU	 PT	 Rapala,	 disebabkan	 oleh	 ambiguitas	 status	 kepemilikan	 tanah	 dan	

klaim	masyarakat	atas	tanah	tersebut.	PT	Rapala	berpendapat	bahwa	mereka	

telah	melakukan	segalanya	sesuai	dengan	hak	mereka	sebagai	pemegang	HGU	

yang	sah,	dan	berupaya	untuk	melindungi	dan	mengamankan	aset	perkebunan	

mereka.		

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 warga	 Kampung	 Perkebunan	

Sungai	Iyu	sebagai	korban	pergusuran	tanah	serta	rumah	dinas	pada	hari	Rabu	

tanggal	 19	 Februari	 2025,	 dikatakan	 bahwa	 warga	 Kampung	 Perkebunan	

Sungai	 Iyu	 merasa	 kecewa	 ketika	 mendapat	 informasi	 bahwa	 tanah	 serta	

rumah	dinas	yang	ditempati	telah	beralih	kepemilikan	dari	PT	Parasawita	ke	

PT	 Rapala.	 Mereka	 tidak	 pernah	 mendapat	 pemberitahuan	 resmi	 tentang	

peralihan	 HGU	 ini,	 sehingga	 mereka	 merasa	 bahwa	 tidak	 ada	 transparansi	

dalam	proses	peralihan	ini.	Mereka	merasa	bahwa	PT	Rapala	telah	melakukan	

tindakan	 yang	 tidak	 bertanggungjawab.	 Pihak	 PT	 Rapala	 dianggap	 tidak	

memperhatikan	hak-hak	warga	dan	hanya	memikirkan	kepentingan	sendiri.	

Warga	telah	mengajukan	protes	dan	meminta	penjelasan	kepada	PT	Rapala,	

namun	 PT	 Rapala	 tidak	 memberikan	 respons	 yang	 memuaskan.	 Selain	 itu,	
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warga	juga	merasa	bahwa	PT	Rapala	melakukan	tekanan	dan	intimidasi	untuk	

memaksa	mereka	 untuk	menerima	 tawaran	 'sagu	 hati'	 yang	 tidak	 adil	 dan	

tidak	sesuai	dengan	hak	mereka	sebagai	warga	Kampung	Perkebunan	Sungai	

Iyu.	 Warga	 Kampung	 Perkebunan	 Sungai	 Iyu	 berharap	 pemerintah	 dapat	

memastikan	bahwa	hak-hak	mereka	dilindungi	dan	mengetahui	apakah	proses	

peralihan	HGU	PT	Parasawita	ke	PT	Rapala	ini	telah	dilakukan	secara	sah	dan	

tidak	 melanggar	 hak-hak	 mereka	 sebagai	 warga.	 Warga	 juga	 berharap	

pemerintah	 menemukan	 solusi	 penyelesaian	 masalah	 ini	 dengan	 adil	 dan	

memuaskan	bagi	semua	pihak.	

Penyelesaian	sengketa	ini	memerlukan	campur	tangan	dari	Pemerintah	

Daerah,	 termasuk	 eksekutif,	 legislatif,	 dan	 pihak-pihak	 lainnya.	 Dinas	

Pertanahan	Kabupaten	Aceh	Tamiang	merupakan	lembaga	pemerintahan	yang	

bertugas	meliputi	 pengelolaan,	 pendaftaran,	 pengaturan,	 pengawasan	 serta	

mengembangkan	administrasi	pertanahan	di	Kabupaten	Aceh	Tamiang.	Dalam	

menyelesaikan	 sengketa	 dan	 kon]lik	 pertanahan,	 dinas	 pertanahan	 ini	

berfokus	pada	pendekatan	yang	 sederhana,	 cepat,	 dan	biaya	 ringan	melalui	

Rapat	Dengar	Pendapat	(RDP).	Untuk	mencapai	tujuan	ini,	dinas	ini	memiliki	

dua	sub	seksi	yang	bekerja	sama,	yaitu	Sub	Seksi	Sengketa	dan	Kon]lik	serta	

Sub	 Seksi	 Perkara.	Dengan	pembagian	 tugas	 yang	 jelas,	 kedua	 sub	 seksi	 ini	

dapat	lebih	fokus	dalam	menyelesaikan	sengketa	rumah	dinas	melalui	Rapat	

Dengar	Pendapat	(RDP).	

Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 So]ia	 Adriani	 selaku	 Kepala	 Bidang	

Penanganan	 Masalah,	 Pembinaan	 dan	 Penyuluhan	 Pertanahan	 Dinas	

Pertanahan	Kabupaten	Aceh	Tamiang	mewakili	Bapak	Bupati	Aceh	Tamiang,	

dikatakan	bahwa	sengketa	antara	PT	Rapala	dan	warga	Kampung	Perkebunan	

Sungai	 Iyu	 telah	 berlangsung	 sejak	 2014	 dan	 telah	 mencapai	 kesepakatan	

melalui	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 pada	 tahun	 2023.	 Kesepakatan	 tersebut	

mencakup	beberapa	poin	penting,	termasuk	pengaturan	perumahan	bagi	eks-

pegawai	 PT	 Parasawita,	 pemberian	 uang	 kerohiman	 kepada	 setiap	 kartu	

keluarga,	 dan	 pencabutan	 gugatan	 terhadap	 22	 (dua	 puluh	 dua)	 kepala	
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keluarga.	 Dengan	 demikian	 PT	 Rapala	 telah	 berkomitmen	 untuk	mematuhi	

peraturan	 yang	berlaku	 terkait	 tuntutan	masyarakat	 atas	10,7	hektar	 tanah	

HGU,	 serta	 telah	 melakukan	 langkah-langkah	 konkret	 untuk	 memenuhi	

kesepakatan	yang	telah	dicapai,	seperti	membangun	Kantor	Datok	Penghulu	di	

tanah	 HGU	mereka.	 Hal	 ini	menunjukkan	 bahwa	 PT	 Rapala	 telah	 berusaha	

untuk	memenuhi	hak-hak	masyarakat	dan	membangun	hubungan	yang	lebih	

baik	dengan	masyarakat	setempat.		

Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 Fadlon	 selaku	 Ketua	 DPRK	 Aceh	

Tamiang	 menjelaskan	 tentang	 proses	 penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	

antara	PT	Rapala	dengan	warga	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu,	dikatakan	

bahwa	 dengan	 melibatkan	 berbagai	 pihak	 terkait	 dan	 melalui	 proses	 yang	

transparan	dan	adil,	DPRK	Aceh	Tamiang	berhasil	memfasilitasi	penyelesaian	

sengketa	 rumah	 dinas	 antara	 PT	 Rapala	 dan	 warga	 Kampung	 Perkebunan	

Sungai	 Iyu,	 yang	berlangsung	 selama	12	 tahun	dan	melibatkan	 serangkaian	

pertemuan	 dan	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 (RDP).	 Tujuannya	 adalah	 untuk	

mencapai	 solusi	 yang	 tepat	 dan	 memuaskan	 bagi	 semua	 pihak	 dengan	

memastikan	bahwa	keadilan	dan	kesepakatan	yang	dihasilkan	dapat	diterima	

oleh	kedua	belah	pihak.		

Rapat	Dengar	Pendapat	(RDP)	adalah	sebuah	mekanisme	penyelesaian	

sengketa	atau	kon]lik	yang	dilakukan	melalui	diskusi	dan	dialog	antar	pihak	

yang	bersengketa.	Tujuan	utama	dari	Rapat	Dengar	Pendapat	 (RDP)	 adalah	

untuk	mencapai	kesepakatan	yang	adil	dan	menguntungkan	bagi	semua	pihak	

yang	 terlibat,	melalui	proses	diskusi	 yang	difasilitasi	oleh	pihak	netral	 yang	

membantu	mencapai	 solusi	 yang	 saling	menguntungkan.	 Metode	 ini	 sering	

digunakan	dalam	penyelesaian	sengketa	di	berbagai	bidang,	termasuk	politik,	

hukum,	dan	sosial.	Kelebihan	RDP	adalah	dapat	membangun	komunikasi	yang	

efektif,	meningkatkan	pemahaman	antar	pihak,	dan	menciptakan	solusi	yang	

lebih	berkelanjutan.		
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Adapun	tahap-tahap	RDP	sebagai	upaya	penyelesaian	sengketa	rumah	

dinas	 PT	 Rapala	 oleh	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Kabupaten	 Aceh	 Tamiang	

ialah:	

1. Tahap	Pra-RDP		

Mekanisme	 pelaksanaan	 tahap-tahap	 pra-RDP	 dapat	 dijelaskan	

sebagai	berikut:	

1) Membangun	Hubungan	dengan	Para	Pihak	

a) Mengenalkan	peran	DPRK	sebagai	pihak	netral.	

b) Memberikan	wawasan	mengenai	prosedur	aturan	dan	 tata	 cara	

RDP.	

2) Memilih	Strategi	yang	sesuai	dengan	poses	RDP	

a) Menganalisis	kekuatan	dan	kelemahan	para	pihak.	

b) Membantu	para	pihak	dalam	menganalisis	sengketa.	

3) Mengumpulkan	dan	Menganalisis	Informasi	

Menghimpun	 data	 dan	 melakukan	 analisis	 sengketa	 untuk	

mengetahui	pihak-pihak	yang	terlibat,	mengidenti]ikasi	akar	masalah,	

dan	memahami	kepentingan	masing-masing	pihak.	

4) Menyusun	Rencana	RDP,	yang	meliputi:		

a) Menentukan	pihak-pihak	yang	terkait	dalam	perundingan.	

b) Menentukan	lokasi	perundingan	yang	akan	dilaksanakan.	

c) Mengatur	tempat	duduk	peserta	yang	menghadiri	perundingan.	

d) Menentukan	prosedur	yang	digunakan	dalam	perundingan.		

e) Menganalisis	 masalah,	 kepentingan,	 dan	 kemungkinan	

penyelesaian.	

f) Menentukan	 aturan	 perundingan	 yang	 ditetapkan	 dalam	

perundingan.	

g) Membuat	rencana	umum	untuk	perundingan	pertama.	

h) Memberikan	 bimbingan	 dan	 pengetahuan	 tentang	 proses	

mediasi.	
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i) Mengatasi	 jalan	 buntu	 dalam	 perundingan	 dan	 cara	

mengatasinya.	

5) Membangun	Rasa	Percaya	dan	Kerjasama	yang	Baik	

Membangun	kepercayaan	dan	kerjasama	di	antara	para	pihak,	

serta	mengangkat	rasa	percaya	diri	para	pihak	untuk	persiapan	proses	

RDP.	

Proses	pra-RDP	dalam	penyelesaian	sengketa	rumah	dinas	PT	Rapala	di	

Kantor	 DPRK	 Aceh	 Tamiang	 melibatkan	 dua	 tahap	 utama,	 yaitu	 persiapan	

pertemuan	 dan	 pengundangan	 para	 pihak.	 Undangan	 resmi	 disampaikan	

kepada	 semua	 pihak	 yang	 terkait	 dan	 instansi	 terkait	 untuk	 berpartisipasi	

dalam	 proses	 musyawarah	 penyelesaian	 sengketa.	 Setelah	 tim	 penanganan	

sengketa	dibentuk,	Ketua	DPRK	Aceh	Tamiang	mengundang	para	pihak	untuk	

bertemu	dengan	Komisi	I	DPRK	Aceh	Tamiang	pada	waktu	dan	tempat	yang	

telah	diatur,	dan	membawa	data	informasi	yang	dibutuhkan.	

2. Tahap	RDP	

Pada	 tahap	 RDP,	 para	 pihak	 yang	 bersengketa	 dipertemukan	 dalam	

suatu	waktu	dan	tempat	yang	telah	disepakati.	DPRK	Aceh	Tamiang	berperan	

sebagai	 fasilitator	 untuk	 membantu	 para	 pihak	 bernegosiasi	 dan	

menyelesaikan	sengketa	rumah	dinas	tersebut.	

Dalam	proses	ini,	DPRK	Aceh	Tamiang	memiliki	dua	fungsi	utama:		

1) Mengatasi	hambatan	hubungan	antara	para	pihak	

2) Membangun	suasana	yang	santai	agar	pihak-pihak	dapat	berkomunikasi	

dengan	efektif	dan	menemukan	solusi	yang	memuaskan	bagi	kedua	belah	

pihak	

3) Peran	DPRK	Aceh	Tamiang	dalam	proses	RDP	adalah	sebagai	berikut:	

a) DPRK	Aceh	Tamiang	berperan	sebagai	pihak	ketiga	yang	netral.		

b) DPRK	Aceh	Tamiang	tidak	membatasi	kehendak	para	pihak.	

c) Kedudukan	DPRK	Aceh	Tamiang	dan	para	pihak	harus	tetap	netral.	

d) Tujuan	 utama	 sesi	 RDP	 adalah	 untuk	memastikan	 kesediaan	 para	

pihak	untuk	menyelesaikan	sengketa	melalui	RDP.	
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e) Dalam	 beberapa	 kasus,	 DPRK	 Aceh	 Tamiang	 dapat	 melakukan	

intervensi	untuk	mencapai	kesepakatan	yang	sesuai	dengan	hukum	

pertanahan,	 tanpa	 memihak	 salah	 satu	 pihak.	 Penting	 bagi	 para	

pihak	untuk	memahami	hal	ini	untuk	menghindari	prasangka	yang	

tidak	perlu.	

Penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	 PT	 Rapala	 dan	 warga	 Kampung	

Sungai	Iyu	harus	segera	dicapai	dengan	mengacu	pada	kesepakatan	yang	telah	

disepakati	bersama	dan	ditengahi	oleh	Komisi	I	DPRK	Aceh	Tamiang.	Dalam	

proses	RDP,	Komisi	I	DPRK	Aceh	Tamiang	juga	melakukan:	

1. Penyamaan	pemahaman	dan	Penetapan	agenda	yang	jelas.		

2. Identi]ikasi	kepentingan		

3. Penentuan	opsi	yang	dipilih		

4. Negosiasi	akhir		

5. Formalisasi	kesepakatan	penyelesaian	sengketa		

3. Tahap	Pasca	RDP	

Perjanjian	penyelesaian	sengketa	yang	ditandatangani	oleh	para	pihak	

dan	 DPRK	 Aceh	 Tamiang	 menjadi	 dasar	 hukum	 untuk	 legalisasi	 aset	 dan	

pelayanan	pertanahan.	Melalui	proses	ini,	pihak	yang	berhak	atas	tanah	dan	

rumah	 dinas	 dapat	 memperoleh	 kepemilikan	 sah	 yang	 dibuktikan	 dengan	

serti]ikat	resmi.	Legalisasi	dilakukan	oleh	Ketua	DPRK	atas	permohonan	pihak	

terkait	 dan	 ditindaklanjuti	 oleh	 instansi	 pertanahan	 sesuai	 prosedur.	

Penyelesaian	ini	memungkinkan	solusi	damai	di	luar	pengadilan,	melindungi	

hak-hak	 para	 pihak,	 serta	memberikan	 kepastian	 dan	 perlindungan	 hukum	

atas	aset	yang	disengketakan.	

Dari	penjelasan	di	atas	dapat	diketahui	model	penyelesaian	sengketa	

rumah	 dinas	 PT	 Rapala	 dengan	 Warga	 Kampung	 Perkebunan	 Sungai	 Iyu	

Kecamatan	Bendahara	Kabupaten	Aceh	Tamiang	ialah	dengan	melalui	Rapat	

Dengar	 Pendapat	 (RDP)	 oleh	 pihak	 ketiga.	 Pihak	 ketiga	 yakni	 DPRK	 Aceh	

Tamiang.	 Proses	 penyelesaian	 sengketa	 dimulai	 sejak	 DPRK	 Aceh	 Tamiang	

menerima	dan	menganalisis	 pengaduan	dari	masyarakat.	 Selanjutnya	 pihak	
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DPRK	 Aceh	 Tamiang	 membentuk	 Tim	 Penanganan	 Sengketa.	 Tahap-tahap	

Rapat	Dengar	Pendapat	 (RDP)	 tersebut	 ialah	meliputi	 tahap	pra-RDP,	 tahap	

RDP,	 dan	 tahap	 pasca	 RDP.	 Yang	 akhirnya	membentuk	 sebuah	 kesepakatan	

oleh	 kedua	 pihak	 yang	 bersengketa.	 Kemudian	 kesepakatan	 tersebut	

dicantumkan	 dalam	 Berita	 Acara	 Nomor	 1/KOM.I/V/2023	 dalam	 Rapat	

Dengar	Pendapat	(RDP)	DPRK	Aceh	Tamiang	terkait	dengan	Sengketa	Lahan	

Masyarakat	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu	Kecamatan	Bendahara	dengan	

PT	Rapala	yang	telah	dilegalisasi	oleh	pihak	DPRK	Aceh	Tamiang.	

	

3.2 Keefektifan	 Penyelesaian	 Sengketa	 Rumah	 Dinas	 Oleh	 Dewan	
Perwakilan	Rakyat	Kabupaten	Aceh	Tamiang	Melalui	Rapat	Dengar	

Pendapat.	

Komisi	 I	 DPRK	 Aceh	 Tamiang	 berperan	 aktif	 dalam	 memfasilitasi	

kesepakatan	 perdamaian	 antara	 para	 pihak	 yakni	 PT	Rapala	 dengan	Warga	

Kampung	 Perkebunan	 Sungai	 Iyu,	 sehingga	 kesepakatan	 tersebut	 dapat	

menjadi	 suatu	 produk	 hukum	 yang	 sah.	 Hasil	 dari	 proses	 penyelesaian	

sengketa	melalui	Rapat	Dengar	Pendapat	(RDP)	ini	adalah	kesepakatan	yang	

mengikat	 kedua	 belah	 pihak,	 sehingga	 perlu	 mempertimbangkan	 akibat	

hukum	yang	timbul	dari	kesepakatan	tersebut	bagi	kedua	pihak.		

Komisi	 I	DPRK	Aceh	Tamiang	 telah	mampu	mencari	 solusi	atau	 jalan	

tengah	 atas	 sengketa	 rumah	 dinas	 yang	 dipermasalahkan.	Meskipun	masih	

ditemukan	 beberapa	masyarakat	 yang	masih	menempati	 tanah	 pemerintah	

karena	masih	belum	puas	dan	ingin	meminta	hak-haknya	dengan	adil,	tetapi	

hal	tersebut	berada	di	luar	kesepakatan	yang	telah	diterbitkan	dan	dilegalisasi	

oleh	DPRK	Aceh	Tamiang.	Oleh	sebab	itu	masyarakat	harus	menerima	hak-hak	

mereka	sesuai	dengan	kesepakatan	yang	telah	disepakati	bersama.	

Berdasarkan	wawancara	dengan	So]ia	Adriani,	S.P.,	M.Si,	selaku	Kepala	

Bidang	Penanganan	Masalah,	Pembinaan	dan	Penyuluhan	Pertanahan	Dinas	

Pertanahan	Kabupaten	Aceh	Tamiang	mewakili	Bapak	Bupati	Aceh	Tamiang,	

dikatakan	bahwa	penyelesaian	 sengketa	 rumah	dinas	 antara	PT	Rapala	dan	
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warga	 Kampung	 Perkebunan	 Sungai	 Iyu	 relatif	 efektif.	 Hal	 ini	 ditunjukkan	

dengan	adanya	kesepakatan	yang	dicapai	melalui	musyawarah	Rapat	Dengar	

Pendapat	 (RDP),	 sehingga	menghindari	 proses	 pengadilan	 yang	 lebih	 rumit	

dan	berkepanjangan.	Meskipun	ada	gugatan	hukum	yang	dilakukan	oleh	PT	

Rapala,	namun	hasil	akhirnya	tidak	memerlukan	putusan	hakim	pengadilan.	

Hasil	 kesepakatan	 tersebut	 telah	 memenuhi	 kebutuhan	 para	 pihak	 yang	

bersengketa,	 sehingga	 dapat	 meningkatkan	 kepercayaan	 juga	 kerjasama	

antara	para	pihak	yang	bersengketa.	

Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 Fadlon,	 selaku	 Ketua	 DPRK	 Aceh	

Tamiang,	 dikatakan	 bahwa	 penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	 antara	 PT	

Rapala	 dan	 warga	 Kampung	 Perkebunan	 Sungai	 Iyu	 dapat	 dikategorikan	

efektif.	 Hal	 ini	 ditunjukkan	 dengan	 adanya	 kesepakatan	 yang	 dicapai	 serta	

ditandatangani	 oleh	 kedua	 belah	 pihak,	 yang	 memenuhi	 kepentingan	 dan	

kebutuhan	mereka.	Kesepakatan	ini	telah	meminimalkan	kon]lik	dan	masalah	

lainnya,	 karena	 masyarakat	 yang	 menandatangani	 kesepakatan	 telah	

menerima	uang	pindah	dan	tidak	ada	laporan	masalah	lainnya.	Namun,	perlu	

diwaspadai	adanya	kemungkinan	masalah	 lain	yang	mungkin	 timbul	di	 luar	

kesepakatan	yang	telah	dicapai.	Oleh	karena	itu,	Komisi	I	DPRK	Aceh	Tamiang	

membentuk	Panitia	Khusus	(Pansus)	untuk	meninjau	kembali	 lokasi	setelah	

kesepakatan	dicapai.		

Panitia	 Khusus	 (Pansus)	 yang	 dibentuk	 oleh	 Komisi	 I	 DPRK	 Aceh	

Tamiang	melakukan	kunjungan	ke	lokasi	PT	Rapala	sebagai	tindak	lanjut	dari	

kesepakatan	 dalam	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 (RDP)	 sebelumnya.	 Pansus	

tersebut	dibagi	menjadi	dua	kelompok,	yakni	Tim	1	yang	bertugas	melakukan	

peninjauan	dan	pengukuran	tanah	di	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu,	serta	

Tim	2	yang	bertanggung	jawab	meninjau	lokasi	di	Kampung	Paya	Rehat.	

Pansus	 yang	menuju	 ke	 lokasi	 PT	Rapala	 dipimpin	 oleh	Ketua	DPRK	

Aceh	 Tamiang,	 Surpianto,	Wakil	 Ketua	 I,	 Fadlon,	 Ketua	 Komisi	 I,	 Miswanto,	

beserta	anggota-anggotanya	yaitu	Irwan	Effendi,	Herwati,	Dodi,	Purwati,	dan	

Maulizar	 Zikri.	 Kegiatan	 yang	 dilakukan	 Pansus	 dari	 Komisi	 I	 DPRK	 Aceh	
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Tamiang	 telah	berjalan	 sesuai	prosedur	dan	mematuhi	 seluruh	aturan	yang	

disepakati	bersama	antara	PT	Rapala	dan	masyarakat	Kampung	Perkebunan	

Sungai	Iyu.	

Menurut	sudut	pandang	peneliti,	peneliti	menyimpulkan	bahwa	upaya	

penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	 melalui	 Rapat	 Dengar	 Pendapat	 (RDP)	

yang	dilakukan	oleh	Komisi	I	DPRK	Aceh	Tamiang	yang	dibentuk	langsung	oleh	

DPRK	Aceh	Tamiang	sebagai	pejabat	struktural	penanganan	sengketa	dinilai	

telah	 efektif	 dan	mampu	menyelesaikan	 sengketa	 rumah	 antara	 PT	 Rapala	

dengan	Warga	Kampung	Perkebunan	Sungai	 Iyu.	Hal	 ini	dikarenakan	kedua	

belah	 pihak	 telah	 saling	 menyamakan	 persepsinya	 dan	 telah	 mampu	

memenuhi	 kebutuhan	 dan	 keinginannya	 masing-masing	 yang	 dibuktikan	

bahwa	 kedua	 belah	 pihak	 telah	 menandatangani	 kesepakatan	 perdamaian	

yang	tercantum	dalam	Berita	Acara	Nomor:	1/Kom.	I/V/2023	Rapat	Dengar	

Pendapat	 (RDP)	 DPRK	 Aceh	 Tamiang	 terkait	 dengan	 Sengketa	 Lahan	

Masyarakat	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu	Kecamatan	Bendahara	dengan	

PT	Rapala.		

	

4. KESIMPULAN	

Penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas	 antara	 PT.	 Rapala	 dan	 warga	

Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu	dilakukan	oleh	DPRK	Aceh	Tamiang	melalui	

tiga	 tahap,	 yaitu	 tahap	 pra-RDP,	 RDP,	 dan	 pasca-RDP.	 Pada	 tahap	 pra-RDP,	

dibentuk	Tim	Penanganan	Sengketa	oleh	Komisi	I	DPRK.	Tahap	RDP	mencakup	

penyamaan	pemahaman,	identi]ikasi	kepentingan,	penentuan	opsi,	negosiasi,	

dan	 formalisasi	 kesepakatan.	 Tahap	 pasca-RDP	 fokus	 pada	 legalisasi	

kesepakatan	 agar	 para	 pihak	 memiliki	 dasar	 hukum	 yang	 kuat	 untuk	

mempertahankan	haknya.	Penyelesaian	sengketa	rumah	dinas	PT	Rapala	oleh	

DPRK	Aceh	Tamiang	dinilai	efektif.	Melalui	Rapat	Dengar	Pendapat	(RDP)	yang	

difasilitasi	Komisi	I,	kedua	pihak	berhasil	menyamakan	persepsi	dan	mencapai	

kesepakatan	 damai	 yang	 dituangkan	 dalam	 Berita	 Acara	 Nomor	

1/KOM.I/V/2023	terkait	sengketa	lahan	di	Kampung	Perkebunan	Sungai	Iyu.		
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Untuk	 menghindari	 terjadinya	 sengketa	 berkelanjutan,	 sangat	

disarankan	 bagi	 masyarakat	 dan	 lembaga	 lainnya	 untuk	 melakukan	

pendaftaran	tanah	hak	milik	mereka	di	Badan	Pertanahan	Nasional	(BPN)	dan	

memasang	patok	batas	yang	jelas,	sehingga	dapat	mengurangi	risiko	kon]lik	

tanah.	 Pemerintah	 daerah	 juga	 perlu	 melakukan	 upaya	 preventif	 untuk	

mencegah	terjadinya	kon]lik	di	masa	depan,	salah	satunya	melalui	pembinaan	

dan	 penyuluhan	 tentang	 pertanahan.	 Dengan	 demikian,	 masyarakat	 dapat	

memahami	 hak-hak	 dan	 kewajiban	 mereka	 sebagai	 subjek	 hukum	 dalam	

konteks	pertanahan.		

Kabupaten	 Aceh	 Tamiang	 merupakan	 wilayah	 dengan	 karakteristik	

hukum	 dan	 sosial	 politik	 yang	 belum	 banyak	 dikaji	 dalam	 konteks	

penyelesaian	 sengketa	 rumah	 dinas,	 sehingga	 menjadi	 salah	 satu	 temuan	

penting	 yang	memberikan	 kontribusi	 baru	 dalam	 literatur	 hukum	 berbasis	

pendekatan	 lokal	 terkait	 peran	 institusional	 DPRK	 sebagai	 fasilitator	

penyelesaian	 sengketa	 aset	negara	yang	bersifat	 strategis,	 sekaligus	menilai	

sejauh	 mana	 mekanisme	 politik	 dan	 administratif	 dapat	 menjadi	 alternatif	

penyelesaian	kon]lik	di	luar	jalur	litigasi	dalam	konteks	daerah	
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